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Abstrak
 

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan

tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

Esa. Adapun ketentuan mengenai perkawinan diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan. Sedangkan pengertian perkawinan campuran ialah perkawinan antara dua orang yang di

Indonesia tunduk kepada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak

berwarganegaraan Indonesia. Perkawinan dalam Hukum Islam pada dasarnya menganut asas monogami dan

bukan poligami. Namun agama Islam pada dasarnya tidak melarang poligami dengan persyaratan khusus

serta juga sejumlah ketentuan yang dikenakan kepadanya. Berkaitan dengan perkawinan poligami, menurut

Penjelasan Umum poin 4 huruf c Undang-Undang Perkawinan menyatakan, bahwa pada dasarnya undang-

undang menganut asas monogami, hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan

agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang.

Permasalahan dalam penulisan tesis ini yaitu akibat hukum dilangsungkannya perkawinan poligami dalam

perkawinan campuran beda kewarganegaraan dan apakah tepat pertimbangan hakim dalam pembatalan

perkawinan pada Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 324/Pdt.G/2006/PA.Dpk. Kemudian dalam

melakukan penelitian, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif,

dengan data utama yang digunakan yaitu data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan

berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Sementara itu, metode

analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara kualitatif, yaitu mengacu pada data

penelitian yang diteliti oleh peneliti.

Sedangkan kesimpulan berdasarkan permasalahan di atas adalah akibat hukumnya adalah dapat memperoleh

dan kehilangan status kewarganegaraan salah satu pihak, tidak mempunyai penguasaan hak milik atas tanah

di Indonesia, dan terhadap status kewarganegaraan terhadap anak yang dilahirkan memperoleh

kewarganegaraan ganda sebelum berumur 18 tahun atau telah kawin, Sedangkan dalam putusan Pengadilan

Agama Depok 324/Pdt.G/2006/PA.Dpk, Majelis Hakim menggunakan Pasal 24 Undang-undang No. 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan yang intinya seorang yang masih terikat perkawinan dirinya dengan salah

satu dari kedua pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan

dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

......Marriage is inner and outer bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of

forming a happy and everlasting family (household) based on Belief in God. The provisions on marriage set

out in Law No. 1 of 1974 concerning Marriage. While the definition of mixed marriage is a marital union of

two individuals in Indonesia which subject to different laws, because of nationality difference and one of the
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couple is Indonesia citizen. Marriage in Islamic Law is basically adheres to the principle of monogamy

instead of polygamy. But basically, the religion does not prohibit polygamy provided that applicable special

requirements as well as the provisions are met. With regard to polygamous marriage, according to the

General Explanation of point 4 letter c of Marriage Law states that basically the law embraces the principle

of monogamy, only if required by the individual due to the laws and religion of the individual permit

polygamy, a husband can have more than one wife. This thesis draws up the problem of legal consequences

of polygamous marriage of different citizenship and whether the judge provided proper consideration in the

nullity of marriage in the Decision of Religious Court of Depok No. 324/Pdt.G/2006/PA.Dpk.

The author applies the juridical-normative literature research method, with the main data used are secondary

data obtained from the literature in the form of primary, secondary and tertiary legal materials. The method

of data analysis used in this study is qualitative research that refers to the data examined by the author.

The conclusion developed based on the above problem regarding the legal consequences are the possibility

of gaining and losing the citizenship status of either party, either party does not have tenure rights to land in

Indonesia, and their children will obtain dual citizenship status before the age of 18 or married. While in the

Decision of Religious Court of Depok No. 324/Pdt.G/2006/PA.Dpk, the Judges used Article 24 of Law No.

1 of 1974 regarding Marriage which states that basically, a person who is still married to one of the two

parties and on the basis of the persistence of the marriage may apply the nullity without prejudice to the

provisions of Article 3 paragraph (2) and Article 4 of this Law.


